
 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 
 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  

NOMOR 46 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 

 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Tahun 2024, perlu mengatur Hari dan Tanggal 

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Nusa Tenggara Timur Tahun 2024; 

  b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 84 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; 

jdih.kpu.go.id/ntt



-2- 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan 

Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 

2024; 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5189); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6547); 

  4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6863); 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6810); 

  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 

2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 60); 

    

MEMUTUSKAN : 

    

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN HARI 

DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN 

WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

TAHUN 2024. 

    

KESATU : Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 

pada Hari Rabu, 27 November 2024. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, 
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia, 
 

 
 

ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE 

 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

    

Ditetapkan di Kupang 

pada tanggal 3 April 2024 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 
 

ttd. 
 

JEMRIS FOINTUNA 
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